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TEITTANG

EVALUASI RANCANGAI{ PERATURAIT DAERATI KAAUPATEIT PESAWARAN
TENTANG ANGGARA,IT PEITDA,PATAI{ DAIT BEL,AITJA DAERAII TAHUN

ANGGARAIT 2()25 DAIT RAI{CAITGAT PERATTIRAIT BI'PATI PESAWARAIT
TENTAI{G PEITJABARAI{ AIYGGARAIT PEI{I'APATAIT DAIY BELIIITJA DAERAH

TAHTIIT AN(X}AR.AN 2025

GI'BERNT'R LAUPIING,

Menimbang a.

b.

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus
dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh
Bupati;

bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Gubemur tentang Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pesawaran tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun lnggaran 2O2S;



Mengingat

c

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, ^fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42461;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarl:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Fusat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 109, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaar Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6909);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunar Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratural Daerah tentang
Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaral pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Perubahan Anggaral pendapatan dan Belalja Daera_tr (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 1);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KE"TIGA

11. Peraturarr Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2O2l ter,tar.g
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan T\:gas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerinta-h Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 397);

12. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahtun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESAWARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Evaluasi Rancangan Peraturart Daerah Kabupaten Pesawaran
tentang Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah Tahun
Anggarar 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran
tentang Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini merupakal bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O25 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak diterirnanya Keputusan ini.

Dalam ha-l hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten
Pesawaran dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturar Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 yang telah disempurnakan dan disesuaikan
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari
Gubernur.

Bupati segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O25, kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
padatanggal D -rz- 4a,

G,
7

4i.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Repubtk Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik lndonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan provinsi Lampung;
4. Inspekhrr kovirtsi l-ampung;
5. Pimpinaa DPRD Kabupaten Peaawaran;
6. Kepala Biro Hukum Selretariat Daerah Provinsi I -inpung.


